GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 105
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga
merupakan pengeluaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat,
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-

tahun sebelumnya;

.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengeluaran
untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, maka perlu merubah
Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 105
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga Provinsi Kalimantan Barat;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 105
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga Provinsi Kalimantan Barat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 1956, Tambzhanv Lembaran Negara Republik
Indonesia NW]OI‘ 110
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan  Barat
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 105 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN BELIANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI -
KALIMANTAN BARAT.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun
2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daecrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010
Nomor 29) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4),

ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1) Penggunaan Belanja Tidak terduga dapat dibebankan secara langsung,
yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya
dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
(inkracht), atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata
anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Belanja Langsung maupun Tidak
Langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

(2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD
setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa.

(4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melalui pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh Perangkat
Daerah kepada PPKD.

(5) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB yang
disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait.

(6) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait, dapat
diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya
selesai.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal b Qavvas 70720

; GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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7 SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak

pada tanggal \l. Davvees 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

O

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7}
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